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ABSTRACT
Currently the focus of development is not only on cities/districts but moving
towards rural areas. One of the development concepts that can be used is the smart
village.The concept of smart village empowerment is designed as an enabler of
competitive, sustainable and inclusive village development.Therefore, this study
aims to develop a smart village that can be applied to rural areas in Jombang
Regency.The model-building method is used to reconstruct the conceptual model
that is collided with the existing empirical conditions.The results of the study
contained three basic dimensions of a smart village, namely smart government,
smart people, and smart environment.These dimensions will produce a harmonious
collaboration in a constructive and sustainable manner.In addition, to achieve the
goal of collaboration, it is necessary to use technology and information (IT) so that
the welfare and independence of the village community of Jombang Regency can
OPEN ACCESS be achieved.
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PENDAHULUAN

Berlakunya konsep otonomi daerah yang dimulai sejak masa orde baru menuntut
kelompok masyarakat di daerah untuk mandiri dan sejahtera sehingga tidak terlalu
bergantung pada pemerintah pusat. Pada era otonomi saat ini menimbulkan persaingan antar
daerah dalam konteks positif untuk menjadi daerah yang mandiri dan terbaik diantara daerah
lainnya. Persaingan ini peluang bagi kelompok masyarakat di daerah untuk memajukan dan
mengembangkan daerahnya sendiri guna menciptakan kesejahteraan yang merata. Demi
terwujudnya tujuan tersebut, maka pemerintah daerah harus dapat menyusun strategi dalam
menjalankan agenda pembangunannya yang di fokuskan pada masyarakat agar potensi yang
dimiliki dapat dimaksimalkan (Muzaqi & Hanum, 2020). Hal tersebut nantinya akan
merubah peradaban di sebuah daerah serta mendukung peningkatan kehidupan yang lebih
baik, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, memberi maupun politik.

Seiring dengan berkembangnya kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam mengelola
daerahnya, saat ini fokus pembangunan tidak hanya pada lingkup kota/kabupaten namun
bergeser kearah pedesaan. Munculnya konsep otonomi desa merupakan wujud dari upaya
pemerintah dalam memeratakan pembangunan yang tidak hanya sentralistik di wilayah
perkotaan. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus mampu merubah mindset atau
pandangan masyarakat pedesaan dalam mengangkat derajat sosialnya di mata masyarakat
lainnya (Malik, 2019). Tentu saja pemerintah tidak dapat berdiam diri, karena bila tidak
menjadi fokus perhatian pembangunan akan mengakibatkan munculnya status desa tertinggal
yang tentunya berpengaruh pada lambatnya laju perekonomian daerah.

Dalam konteks global, penyusunan perencanaan kemandirian desa semakin relevan,
supaya bangsa memiliki modal pengetahuan menyongsong peluang kontruksi desa mandiri.
Hal ini dilakukan untuk tujuan menyongsong SDGs (sustainable development goals)
(Agusta, 2014). Keberlanjutan pembangunan pedesaan diharuskan memiliki standar
bagaimana agenda pembangunan desa tidak melewati ambang batas tertentu. Dalam
pandangan ekosistem dan pelayanan sesuai dengan penelitian (Suleman et al., 2020), layanan
publik di kawasan desa harus mendapatkan porsi yang sama dalam pemberian layanan.
Intensitas masing-masing layanan akan berbeda apabila dipengaruhi oleh lokasi dan kegiatan
yang dilakukan. Contoh fenomena yang mengidentifikasikan keadaan ini adalah pertanian
sekaligus pupuk harus mengikuti regulasi tentang seberapa banyak pupuk yang dapat
dipakai, penggunaan insektisida dan pestisida. Keberadaan regulasi tersebut bermaksud
untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan. Berikut ini merupakan
gambar terkait pandangan ekosistem dan pelayanan berdasarkan Multifunctional Rural Land
Management Economics and Policiesberdasarkan penelitian dari (Song et al., 2020).
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Gambar 1. Pandangan Ekosistem dan Layanan
Sumber : (Song et al., 2020)

Gambar 1 tersebut memperlihatkan beberapa hal yaitu: Panah keluar atau layanan
ekosistem, panah kedalam atau investasi dan tata kelola, dua arah panah yang mengartikan
persaingan antar dua jenis layanan. Adapun gambar tersebut juga menerangkan bahwa sistem
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ekosistem dan pelayanan di desa banyak yang masih menerapkan struktur ekonomi agraris
dengan pengelolaan sumberdaya yang bisa diproduksi meliputi penanaman padi dan tanaman
lainnya, kebutuhan akan irigasi dan pupuk. Tata kelola ini adalah kegiatan penting dimana
pemerintah harus mampu menyediakan pelayanan basic seperti pendidikan, kesehatan,
aksesibilitas, dan lembaga keuangan. Jenis layanan yang paling utama selain produksi
agrarian yaitu bagaimana mengelola sumberdaya tersebut agar mampu mendapatkan profit
setelah panen tanpa terpengaruh oleh dinamika regulasi kebijakan pusat.

Meningkatnya kualitas hidup tentu menjadi harapan untuk semua orang, dengan
diimbangi progresifitas bidang inovasi dan teknologi setiap masyarakat berharap untuk
kemudahan disetiap sendi kehidupan. Namun hal tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan
mendasar yaitu bagaimana meningkatkan kualitas hidup tanpa mengorbankan kultur budaya
yang sudah terbentuk. Hal tersebut sudah menjadi permasalahan umum di beberapa daerah di
Indonesia dimana kawasan pedesaan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi
akan menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk menjawab permasalahan
tersebut, metode yang dapat digunakan adalah melalui konsep perencanaan kampung cerdas
atau biasa disebut Smart village.

Inovasi konsep pemberdayaan melalui “Smart village” didesain sebagai enabler
pembangunan desa yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif. Sistem pertumbuhan
yang cerdas (smart growth), dirumuskan bersama dalam rangka mencapai tujuan strategi
pertumbuhan yang sifatnya berkelanjutan. Sistem dan konsep tersebutt saling terhubung
dengan berbagai aspek ekonomi dan memiliki implikasi berbeda ketika menyangkut tujuan
kebijakan dan hasil yang ingin diharapkan (S Patnaik et al., 2020). Dalam perspektif smart
growth, muncul beberapa hambatan kedepannya seperti identifikasi manfaat di tingkat
regional dan membentuk kebijakan khusus yang dapat menyamakan dana desa dengan
beberapa pilihan kebijakan yang relevan (Sutriadi, 2018). Maka dari itu, mengembangkan
konsep Smart villagedi kawasan pedesaan dilakukan secara partisipatif dan integratif melalui
pengelolaan potensi sumberdaya lokal.

Pada hakikatnya konsep dasar Smart villageadalah sebuah konsep yang menggambarkan
bagaimana suatu desa mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dengan cepat dan tepat
(Fennell et al., 2018). Beberapa studi literature menjelaskan bahwa tiap pendekatan desa
mengunakan Smart villagememiliki studi kasus yang berbeda beda. Secara umum kondisi
desa di negara berkembang seperti Indonesia membangun konsep yang berfokus pada
permasalahan utama yaitu SDM (S Ella & Andari, 2018). Edukasi masyarakat atau reformasi
nilai adalah bagian dari ekosistem Smart Village dan edukasi ini diperlukan untuk
mendukung keberlanjutan di daerah tersebut.

Semakin banyaknya pendekatan Smart villageyang dibuat baik oleh masyarakat sendiri
maupun oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam rangka penerapan Smart Village, maka
dipilih pendekatan dan model pengembangan yang dilakukan oleh LIPI dalam (Herdiana,
2019) seperti yang tersaji pada gambar 2 berikut ini:
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Gambar 2. Empat pilar Smart village
Sumber : Herdiana (2019)
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Gambar 2 tersebut adalah model dari pengembangan konsep Smart village dimana pola
pengembangan tersebut telah diinisiasi oleh kelompok masyarakat yang memiliki tujuan
supaya desa dapat memanfaatkan teknologi informasi guna kemajuan desanya. Oleh sebab
itu berdasarkan gambar tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa model pengembangan
Smart villagmemiliki 4 (empat) pilar utama, yaitu: 1) Smart People (Masyarakat yang
cerdas), 2) Smart Governance (Tata kelola desa yang cerdas), 3) Smart Economy (Ekonomi
yang cerdas) dan 4) Smart Environment/Living (Lingkungan yang cerdas).

Sementara itu, program pemberdayaan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Jombang sebenarnya sudah ada dan tersedia namun belum terlalu berpengaruh
pada peningkatan kapasitas masyarakatnya (Muslihatin et al., 2021). Hal ini perlu di evaluasi
secara menyeluruh untuk meminamalisir adanya masyarakat yang tertinggal atau desa
tertinggal. Kultur masyarakat desa di Kabupaten Jombang masih sama dengan daerah di
Jawa Timur lainnya yaitu memiliki basic kekuatan adat dan budaya. Faktor kiai sangat
berpengaruh besar terhadap kondisi sosial dan budaya di Kabupaten Jombang. Oleh sebab
itu, karakter masyarakat seperti ini cenderung tertutup dan kurang cepat dalam menerima
perkembangan zaman (Wekke et al., 2018).

Mayoritas masyarakat pedesanan memiliki pola fikir yang statis dan hanya berfikir untuk
menghidupi diri dan keluarganya sendiri (Latif et al., 2019). Hal tersebut tdak berjauh beda
dengan karakter masyarakat desa di Kabupaten Jombang. Cara pandang yang demikian tentu
harus dirombak dan dirubah sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin modern.
Perlunya diadakan pendampingan dan sosialisasi secara intens agar masyarakat dapat
berpartisipasi aktif dalam agenda pembangunan kedepannya. Belum optimalnya partisipasi
masyarakat juga bisa disebabkan belum mandirinya lembaga desa seperti Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes). BUMDes juga terkadang diterapkan secara top down artinya dibentuk atas
dasar inisiatif pemerintah namun belum terlalu melibatkan masyarakat secara umum
(Pratono et al., 2021). Dapat dikatakan didirakannya BUMDes tidak mendapatkan respon
yang aktif dari masyarakat desa serta lebih didasarkan pada kemauan sekelompok
masayarakat saja.

Faktor inovasi dan kreatifitas sangat penting untuk dimunculkan bila berbicara tentang
pemberdayaan masyarkat dan dapat diproyeksikan kepada kesejahteraan yang lebih merata.
Salah satu konsep yang dapat ditawarkan untuk pemberdayaan masyarakat desa di
Kabupaten Jombang adalah Smart village. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan tujuan akhir “merekonstruksi model pemberdayaan masyarakat desa
menggunakan perspektif smart village”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan menggunakan model-building method, dimana metode
penelitian ini bertujuan untuk meghasilkan atau mengembangkan konsep dalam ruang
lingkup kajian tertentu. Setidaknya terdapat empat tahapan yang dilakukan kentika
mengkontruksi sebuah model atau konsep menurut (Macdonald et al., 2018) yaitu: 1)
menentukan fenomena yang akan dijelaskan, 2) mengidentifikasi lingkup masalah dan
mempertanyakannya kedalam fokus penelitian, 3) mengidentifikasi pertanyaan tersebut
untuk dicari jawabannya, 4) fokus kepada konstruksi teori. Tahapan tersebut dikaitkan
dengan topic yang sedang dikaji yaitu smart village dimana konsep ideal perspektif ini
memiliki kesenjangan penerapan dengan fakta empiris yang ada.

Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang, bahwa konsep smart village penerapan
setiap desa-desa di Indonesia berbeda beda. Perbedaan tersebut berdampak pada
inkonsistensi capaian indikator smart village yang ideal sesuai konsepnya. Kondisi ini
menimbulkan dorongan untuk merekonstruksi konsep inovasi smart village dengan maksud
menkonsistensi penerapan smart village sesuai dengan fungsinya yang meliputi dimensi
fungsi pemerintahan desa, struktur masyarakat desa, serta dukungan environment atau
lingkungan pedesaan. Dalam melakukan eksplorasi, ketiga dimensi tersebut menimbulkan
pembagian yang rinci serta terhubung satu sama lainnya yang menciptakan dasar roadmap
pengembangan konsep smart village.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontruksi Konsep dasar Smart Village

Konsep inovasi smart village apabila dilihat dari perkembangan teknologi informasi tidak
bisa dilepaskan dari perkembangan konsep smart city. Hal ini disebabkan pemerintah desa
sebagai untit layanan pemerintah menampati posisi fundamental sebelum meningkat menjadi
pemerintah kota/kabupaten, provinsi, atau pemerintah pusat. Oleh sebab itu, struktur
pemerintahan memerlukan adopsi konsep dan pembahuruan akan perkembangan teknologi
dan informasi, sehingga perlu adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
mendorong progresivitas smart city yang sedang dikembangankan.

Sementara itu, jika dilihat dari karakteristik masyarakat pedesaan, masyarakat kota tidak
bisa disamakan dengan masyarakat yang tinggal didaerah pedesaan. Inovasi konsep smart
city tidak bisa diimplementasikan sepenuhnya berbasis teknologi dan informasi dalam
mengusung inovasi smart village. Hal itu dikarenakan karakteristik masyarakat desa yang
homogen serta fanatisme terhadap lokalitas dan kesukuan. Diperlukan adanya konstruksi
konseptual yang dilatarbelakangi oleh karakteristik desa. Dari perspektif tersebut, maka
adanya pemanfaatan teknologi dan informasi di desa ditujukan untuk memperkuat
kelembagaan masyarakat, pemberdayaan, kelestarian budaya, tatanan sosial dan struktur
masyarakat pedesaan sebagai sebuah unity atau kesatuan yang autentik. Dari perespektif
tersebut, maka hal awal yang membedakan karakteristik smart village dengan smart city
dilakukan dengan upaya membedakan pendekatan dan tujuan yang ingin dicapai, seperti
yang akan dipaparkan pada tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan antara Konsep Inovasi Smart City dan Smart Village

Aspek Smart City Smart Village
Tujuan Terwujudnya teknologi informasi ~ Terwujudnya penguatan
untuk menunjang pertumbuhan kelembagaan, pemberdayaan
ekonomi, layanan dasar yang serta pertumbuhan ekonomi
berbasis IT untuk menciptakan masyarakat desa berbasis
quality environment living/ teknologi informasi
kualitas hidup masyarakat
perkotaan
Sasaran Masyarakat yang memiliki Masyarakat kelas menengah,
mobilitas tinggi kebawah dan belum
diberdayakan
Indikator Teknologi informasi menjadi dasar ~ Sosio-kultural menjadi dasar
Keberhasilan keberhasilan smart city keberhasilan smart village
Proses Kolektivitas dan integrasi elemen Partisipasi dan kesadaran elemen
Pengembangan dasar smart city smart village
Pendekatan Top-Down Bottom-Up
Posisi Masyarakat End-User Customer
Posisi Pemerintah Regulator Fasilitator

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Perbedaan antara konsep inovasi smart city dan smart village harus dimaknai sebagai
kondisi yang menggambarkan adanya dorongan dari bawah, artinya masyarakat harus
mampu menggali potensi dan meningkatkan kapasitas yang dimiliki. Dorongan tersebut
harus didukung oleh pemerintah desa sebagai sarana untuk memberikan pemberdayaan dan
pembinaan dengan maksud meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat
(Fajrillah et al., 2019). Oleh karena itu, teknologi dan informasi yang dimanfaatkan dijadikan
sebagai alat atau tools dalam upaya mewujudkan dorongan tersebut dan bukan sebagai tujuan
akhir atau goals (Park & Cha, 2019). Dari pemahaman tersebut, maka pengembangan inovasi
smart village didasarkan pada pendekatan bawah “bottom-up” atas kehendak masyarakat
yang berdampak pada menguatnya kelembagaan oleh pemerintah desa melalui pembinaan
dan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi sepenuhnya
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sementara pemerintah berperan sebagau fasilitator. Dengan begitu, sasaran yang tuju akan
semakin jelas yaitu masyarakat berkatrgori menengah, kebawah.

Dalam proses mengembangkan smart village memerlukan analisis yang mendalam
tentang nilai, karakter dan norma yang tumbuh di masyarakat. Hal tersebut menjadi penting
untuk diperhatikan karena masyarakat desa akan di tempatkan sebagai “customer” dari
model inovasi ini (Azevedo, 2019). Masyarakat dijadikan prioritas terkait potensi dan
karakter mana yang akan dilembagakan dan diberdayakan melalui dukungan teknologi dan
informasi, sehingga diharapkan dapat terciptanya teknologi tepat guna yang didasarkan pada
kebutuhan dan karakter masyarakat dalam sebuah kerangka model smart village. Alasan lain
yaitu adanya identifikasi secara mendalam terhadap berbagai nilai, karakter dan norma yang
berlaku, oleh sebab itu menentukan ukuran dari teknologi informasi yang akan digunakan,
dilihat dari adopsi teknologi infromasi yang memerlukan biaya yang tidak sedikit (Mohanty
et al., 2020). Jadi, pada akhirnya diharapkan akan terjalin keselarasan antara nilai, karakter,
norma dan masaslah dengan teknologi informasi dalam mengembangkan smart village. Dari
definisi tersebut, merepresentasikan terdapat diferensiasi tujuan smart village jika
dibandingkan dengan smart city. Adaptasi teknologi informasi dengan nilai, norma dan
karakter yang terdapat di wilayah pedesaan mampu menciptakan sinergitas diantara
keduanya dan akan mampu menciptakan pemberdayaan, penguatan kelembagaan, serta
peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang didasarkan atas pemanfaatan teknologi
informasi.

Model Pengembangan Smart Village

Model inovasi smart village diartikan oleh para ahli sebagai integrasi teknologi dan
informasi  kedalam semua aspek kehidupan masyarakat sehingga menciptakan
kebermanfaatan dan keberlanjutan antara teknologi informasi dengan masyarakat pedesaan.
Adapun, secara teoritis terdapat beberapa perspektif dimensi smart village yang dipakai oleh
para pakar, beberapa perspektif tersebut tersaji pada tebel 2 berikut ini.

Tabel 2. Dimensi Smart Village Berdasarkan para pakar

Pendapat Pakar Dimensi

(Chatterjee & Kar, 2017) Keberlanjutan, Layanan Digital, Institusi,
Sumberdaya

(Susy Ella & Andari, 2018) Institusi, Rantai Layanan, Teknologi,
Sumberdaya

(Srikanta Patnaik et al., 2020) Keberlanjutan, Teknologi, Institusi,
Sumberdaya

(Somwanshi et al., 2016) Rantai layanan, teknologi, institusi,
Sumberdaya

Sumber : Hasil Penelitian (2020)

Dari tabel diatas terlihat bahwa dimensi sumberdaya, institusi, dan teknologi menjadi
dimensi yang mendasar bagi suksesnya penerapan smart village, sementara layanan digital,
rantai layanan dan keberlanjutan menjadi diferensiasi atau pembeda yang terungkap para ahli
dari hasil penelitiannya. Kesamaan konsep tersebut didasarkan kepada pemahaman bahwa
dalam menerapkan teknologi diperlukan adanya kapabilitas dari lembaga sebagai otoritas
tertinggi dalam memberikan dukungan kapasitas sumberdaya. Apabila dikaitkan denga
karakteristik masyarakat desa di Indonesia, maka pemahaman para pakar tersebut terdefinisi
secara kaku, namun menjadi sebuah kesatuan. Lembaga atau institusi harus diartikan secara
lembaga formal yang memiliki struktur pemerintahan dalam hal ini adalah pemerintah desa.
Instritusi atau lembaga memiliki kewenangan penuh yang diberikan dalam
membangunmetode pengembangan kebijkansmart village.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat 2 (dua) stakeholder (pemangku
kepentingan) utama model smart village yaitu masyarakat dan pemerintah desa sebagai
institusi publik yang legal dan formal. Kaitannya dengan model smart village kedua
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stakeholder tersebut adalah faktor utama terjalinnya kolaborasi yang didukung oleh
lingkungan pedesaan. Adapun lingkungan pedesaan terdiri dari sumber daya alam, sumber
daya sosial dan budaya yang menjadi penunjang terselenggaranya model smart village.
Sementara itu, teknologi informasi dijadikan daya ungkit untuk mendorong terjalinnya antara
pemerintah desa, masyarakat, dan lingkungan pedesaan tersebut. Elemen pembentuk smart
village yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dan lingkungan pedesaan memiliki peran
dan fungsi berbeda. Namun, ke-tiga elemen tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dan
menjadi bagian integral yang tidak bisa dipisahkan sehingga smart village harus mampu
mengakomodasi kedalam karakter, peran, dan fungsi yang dilakukan masing-masing elemen.
Proses kolaborasi yang terjalin akan terlihat seperti gambar 3 di bawah ini

Sinergitas dan Kolaborasi antara Pemerintah, Masyarakat dan Lingkungan
Berbasis Teknologi dan Informasi

I

Smart
Government

Tata kelola
permerintahan
desa berbasis Tl

1

Pemdes

Smart People Smart Environtment

Keseimbangan nilai,
adat, dan budaya
dengan
memanfaatkan TI

Partisipasi dalam
penyelenggaraan
pembangunan desa
berbasis Tl

Lingkungan

Masyarakat :'
Desa

Desa

Kolaborasi antara Kolaborasi antara Kolaborasi antara
Pemerintah dan Pemerintah dan Masyarakat dan
1 Masyarakat Lingkungan Lingkungan

* Keterbukaan dalam
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dan pembangunan desa
* Pembinaan dan
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* Penggunaan dan
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berkelanjutan oleh
masyarakat

masyarakat

MODEL PENGEMBANGAN KONSEP SMART VILLAGE

Gambar 3. Model Pengembangan Smart Village
Sumber : Peneliti (2020)

Smart Government

Dalam undang-undang pemerintah desa nomor 6 Tahun 2014, kedudukan pemerintahan
terdiri dari gabungan antara self-governing community dengan local-self government (Mayu
& Adlin, 2016). Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan
desa di Kabupaten Jombang tidak bisa dipisahkan dalam fungsi penyelenggaraan pemerintah
desa. Selain itu, telah terjadi reposisi kewewnangan penyelenggaraan pembangunan desa.
Dalam proses pembangunan tersebut, pemanfaatan TI menjadi faktor penting dalam
mendorong keberhasilan pembangunan desa di Kabupaten Jombang. Selain menjadi
instrument, TI juga memppermudah proses perumusan dan pelaksanaan pembangunan desa,
serta menjadi sarana mempersatukan berbagai kepentingan untuk diformulasikan bersama
menjadi sebuah kebijakan pembangunan desa. Proses pemberdayaan tersebut dalam definisi
konseptual mempunyai karakter serta pendekatan yang lebih mandiri. Selain itu, dalam
implementasinya tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya.
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Dengan menggunakan pendekatan berbasis Tl proses membina dan memberdayakan
masyarakat desa di Kabupaten Jombang tidak akan lagi dilaksanakan secara manual dan
tradisional. TI diproyeksikan menjadi media bersama antara pemdes dan masyarakat untuk
saling mencari solusi dan permasalahan bersama. Di lain sisi, Tl juga dapat diproyeksikan
sebagai agenda pembinaan dan pemberdayaan untuk mencapai produktivitas pemberdayaan
masyarakat desa di wilayah Kabupaten Jombang

Smart People

Aktor lain yang juga memiliki peran penting penerapan smart village adalah masyarakat.
Masyarakat bukan saja objek penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan semata namun
juga berperan sebagai sebuah etintas kesatuan yang memiliki tujuan dan kehendak untuk
memenuhi kebutuhannya. Pada faktanya, masyarakat di Kabupaten Jombang memiliki
keterbatasan dan masalah masing-masing baik itu berasal dari internal dan eksternal seperti
rendahnya tingkat pendidikan serta kenaikan angka kemiskinan. Kondisi ini berdampak pada
tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dan minimnya peran yang harus dijalankan dalam
struktur desa tersebut, sehingga dalam banyak kasus masyarakat Kabupaten Jombang sangat
pasif dan tidak memberikan manfaat terhadap agenda pembangunan wilayah pedesaan.

Pemanfaatan dan pengembangan TI harus mampu ditanggapi oleh warga Kabupaten
Jombang sebagai opportunity untuk optimalisasi peran serta kontribusinya dalam
pengembangan desa. Tl hadir sebagai agenda untuk menciptakan kesadaran masyarakat dan
menguatkan kapasitas kelembagaan untuk menjawab tuntutan partisipasi pembangunan.
Syarat yang harus dipenuhi tentunya komunitas masyarakat Kabupaten Jombang yang berada
di wilayah desa harus terbuka dan menerima kemajuan modernitas sebagai bagian dari
aktivitas mereka sehari hari. Selain untuk individu, sikap keterbukaan juga diperlukan ketika
bersosialisasi dan melaksanakan sistem tata kelola pemerintah. Dengan begitu, masyarakat
Kabupaten Jombang juga bukan hanya menerima manfaat nyata adanya TI tetapi juga dalam
konteks yang lebih lebar, merka mendapat keuntungan meningkatkan kesejahteraan sosial
melalui pendekatan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Smart Environment

Dalam interaksi sosial antar manusia, T dimanfaatkan untuk menggali informasi yang dapat
digunakan untuk memperkuat nilai, adat, budaya, serta ekosistem sosial yang ada seperti
dalam administrasi pendataan, pendokumentasian. Selain itu, dalam konteks interaksi antara
manusia dengan alam dapat dijadikan acuan dalam mengidentifikasi potensi sumberdaya
yang dimiliki Kabupaten Jombang guna mencapai pembangunan secara berkelanjutan. Hal
tersebud dimaksudkan dengan adanya TI justru dapat melestarikan alam bukan merusak
alam. Dengan adanya TI akan memberikan cara pandang masyarakat berupa pemberdayaan
bidang pertanian atau energy terbarukan yang dapat diciptakan. Teknologi dan informasi
tersebut tentunya akan mendorong produktivitas pertanian dan sangat relevan dengan
kesejahteraan petani di wilayah Kabupaten Jombang. Seperti pada menentukan rencana pola
tani, keterampilan petani dan pada akhirnya mampu menciptakan kesejahteraan yang merata
di desa.

Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat

Penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Sidoarjo struktur organisasi sudah
Adapun dalam konteks pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat
Kabupaten Jombang menjadi dasar utama peran dan fungsi pemerintahan tersebut. Interaksi
yang terjalin dalam kolaborasi ini diantaranya penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan,
pemberdayaan dan pembangunan desa. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 4. Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat Desa berbasis Teknologi
Informasi
Sumber : Analisis Penelitian (2020)

Pada akhirnya Tl yang dimanfaatkan secara optimal mampu membantu peningkatan
kinerja pemerintahan desa di Kabupaten Jombang ketika menyelenggarakan peran dan fungsi
secara akuntabel. Di sisi lain, Tl juga mampu menciptakan lembaga masyarakat Kabupaten
Jombang lebih kuat dan berdaya serta berkontribusi terhadap pembangunan. Hal itu bukan
hanya berdampak pada menciptakan TI di desa tetapi juga melahirkan interaksi yang
harmonis antara pemerintah dan masyarakat desa dalam rangka tata kelola pemerintahan.

Kolaborasi antara Pemerintah dan Lingkungan Pedesaan

Interaksi yang teralin antara pemerintah Kabupaten Jombang dan lingkungan pedesaan
dalam konsep smart village didasarkan pada pemahaman bahwa pemerintah harus mampu
mengakui dan mengakomodir Kkarakteristik lingkungan pedesaan itu sendiri. Di sisi lain,
susksesnya pembangunan desa tidak lepas dari lingkungan dan karakteristik masyarakat desa
Kabupaten Jombang yang mampu berjalanan harmonis dengan program-program pemerintah
desa. Dari prinsip tersebut interaksi yang harmonis antara pemerintah dengan lingkungan
desa Kabupaten Jombang tersaji pada gambar berikut:

Pemerintah Lingkungan
Desa Desa
Menyusun Kebijakan Teknologi & | Adat,_Nilai, Budaya,
Pembangunan Desa Informasi Sosial, dan Alam

!

Proses pnyusunan kebijakan
tujuan dan arah pembangunan
desa dengan memanfaatkan TI

|

Terwujudnya arah dan tujuan
kebijakan pengembangan desa
berdasarkan karakteristik
pedesaan

Gambar 5. Kolaborasi antara Pemerintah dengan Lingkungan Desa berbasi Teknologi
Informasi
Sumber : Analisis Penelitian (2020)
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Dalam mempersiapkan persaingan global 5.0 desa perlu melibatkan Tl sebagai sarana
mempermudah perumusan dan implementasi perencanaan pembangunan desa. Oleh karena
itu Kabupaten Jiombang harus memulai menyesuaikan diri untuk mempersiapkannya.
Terwujudnya arah pembangunan desa berbasis karakteristik masyarakat Kabupaten Jombang
pada dasarnya adalah wujud dari upaya mengakomodasi kepentingan kebijakan desa yang
memang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Output dari pemberdayaan desa
berbasis ekologi lingkungan yaitu desa yang mandiri dan berkarakter manakala sebuah desa
di Kabupaten Jombang sudah memiliki desa tematik sendiri. Kondisi ini menjadi penting
untuk menerapkan dan mengembangkan social capital untuk mendorong masyarakat desa
Kabupaten Jombang menjadi desa maju dan mandiri selain hanya mengembangkan potensi
lingkungan semata. Tentunya konsistensi menjadi hal utama untuk mencapainya, siapapun
kepala desa yang terpilih harus tetap melanjutkan project-project inovasi desa yang sudah
disusun sedemikian rupa.

Kolaborasi antara Lingkungan Pedesaan dan Masyarakat

Kolaborasi antara lingkungan pedesaan dengan masyarakat desa di Kabupaten Jombang
harus didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, lingkungan pedesaan adalah bagian integral
yang tidak mampu dipisahkan dari masyarakat. Adamya nilai budaya adalah wujud dari
komunitas masyarakat. Kedua, struktur sosial masyarakat Kabupaten Jombang dibentuk atas
dasar adat dan nilai yang sudah turun temurun serta menjadi pedoman dalam kehidupan.
Ketiga, memanfaatkan sumberdaya yang ada di Kabupaten Jombang secara lestari baik alam
dan budaya nya adalah pelaksanaan prinsip menjaga keseimbangan.

Adapun praktik kehidupan semacam itu mengkonstruksikan sebuah identitas dari
lingkungan pedesaan di Kabupaten Jombang. Lebih jauh lagi, kolaborasi tersebut turut
berkontribusi menentukan arah kebijakan pembangunan desa. Hal tersebut tercermin dari
bagaimana masyarakat dan lingkungan desa saling mempengaruhi arah kebijakan dan pola-
pola pembangunan yang ada di Kampung Adat Segunung Kabupaten Jombang. Kampung
Adat Segunung secara konsisten menjunjung tinggi nilai adat budaya dan kelestarian alam
sebagai destinasi popular di Kabupaten Jombang. Keterkaitan antara pelestarian nilai adat
desa dan pemanfaatn T1 dalam kehidupan masyarakat desa di Kabupaten Jombang bertujuan
untuk mengadaptasi karakteristik desa dengan perkembangan jaman saat ini. Dengan begitu
kemajuan teknologi dan informasi tidak menghambat pembangunan desa justru memberi
keuntungan bagi wilayah pedesaan di Kabupaten Jombang apabila bersinergi dan berjalan
bersama antara keinginan masyarakat dengan sosial budaya yang sudah terbentuk. Sementara
itu, dalam konteks potensi alam yang sudah tersedia akan mendukung masyarakat sekitar
sebagai sumber mata pencaharian atau aktivitas lain yang lebih berorientasi pada menjunjung
adat dan nilai masyarakat Kabupaten Jombang.

Dari pemahaman tersebut, maka inovasi pembangunan desa melalui pendekatan smart
village harus selalu mengedepankan harmonisasi antara keinginan masyarakat desa dengan
lingkungan desa yang telah terwujud sedemikian rupa. Konsep smart village dalam konteks
interaksi manusia dan lingkungan sekitarnya dimaksudkan untuk menjaga kelestarian dan
kesimbangan alam serta tidak lupa melibatkan teknologi dan ilmu pengetahuan di dalamnya.
Hal tersebut untuk mendorong luaran yang dihasilkan yaitu sinergi antar masyarakat dan
lingkungan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
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KESIMPULAN

Pengembangan model inovasi smart village di Kabupaten Jombang walaupun banyak
dipengaruhi oleh perkembangan smart city namun konstruksinya haruslah berbeda. Smart
village harus dimaknai sebagai usaha memberdayakan, memperkuat, serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang. Hal ini tentunya memberikan manfaat bagin
indeks desa membangun Kabupaten Jombang menjadi maju atau bahkan mandiri. Selain itu,
kondisi ini didasarkan pada kenyataan bahwa lokalitas dan tradisi adalah keunikan tersendiri
yang dimiliki oleh Kabupaten Jombang pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.
Lokalitas tersebut harus diperkuat dan dilestarikan untuk mengakomodasi perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi menuju hal yang lebih modern. Dari hasil penelitian yang
sudah dilakukan, dimensi dasar konstruksi smart village terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu smart
government, smart people, dan smart environment. Ke-tiga dimensi ini menjadi acuan untuk
mencapai tujuan smart village Kabupaten Jombang yaitu kolaborasi harmonis akibat adanya
ketiga dimensi tersebut. Output yang dihasilkan adalah smart relationship yang didasarkan
pada pemanfaatan teknologi dan informasi sedangkan outcome yang diharapkan adalah
produktivitas ke-tiga dimensi smart village yang mampu menciptakan perbaikan tata kelola
pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian nilai adat dan budaya Kabupaten
Jombang.
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